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UBAIL\II A't PER
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KABUPA . BA!UTO 'UTARA 

DEN GA RAH T TlfHAN YA.NG MAHA E-SA 

BUPATI BARJTO UTA.RA. 

nlmban.g a. bahwa gelola.an lreuangan Dess Kabupatcn Bari 

l"ERlltJ8' 

lJtara telab diteta.p n bcrdasarkan Pem.tunm e pati 
Barito Utara Nomor 39 Tahun 2015� 

b. bahw dalam rangka mela.kaanakan ke e-ntuan Pasal 
43 Peralura.n Me:nteri Dale.m Neg ri omor I 3 
Tahu.a 201 · tentang Pcnge:lolrum Keusnpn D , maka 
Peratunm Bupati sebagaimana dimak d pad.a huruf a, 
perlu clilaku.kan rubaha.n; 

. bahwa penibabao hagaimana dimaksud pads. humf 
b perfo diteta.pka.n deng; n Peraturan upati Barito 
Utara; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 959 tenumg
Peneta:paa Undang-Undang oaru- , Nomor 3 Tehun
1953 n.t.ang Pcmbe-n uka.n Dacnm T"wgka U di
Kalim nte_n tLem'baran Negara Rep-ublik Indon sia
T h n 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Unciang
(Lembaran Negara Republlk In , on · Tahun 1959

omo, 7-2, Tambahan Lemba.ran N-gara Republik 
lndones· Nomor 1820; bagaimana telah be'berapa 
kaJi d'ubah terakhiT dengan Und ng-Undang omor 
8 Ta hu:n L965 t ntang Pembentuken Dacrnh Tingka Il 
Tanah Laut, Daerah Tingke,' n Tapin, Daera.h Ting]m.t 11 
Tabalons, d ll,gan Mengubah Undang-Undaing N'omor 7 
Tahun 1959 lentang Penetapan Undang-Undang 
Da..rura Nomor 3 Tamm 1953 ntang Pembcmtukan � 
Daerah Tingka 11 di Ka.lirnantan (Lernhamn N gera 
Republik lndon sic Tahun 1'965 Nomor s l Tambahan 
Lernbanm egam Republik Indonesia mor 2756); 

2. Undan - Undang Noroo 33 Tahun 2004 rentang
rimbengan Ki uangan Antara Pemerintah Pu,sa den 

Peme:rintaban Da rah Lembarnn Ne ra Re-publik 
lndone i Tahun 2004 12 , Tam ahan 
Lembaran 



3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5234); 

4 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah\.Ul 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 23 
Tahu.n 2014 tentang Pcmerintahan Oaerah 
( Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambaban 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu.n 2005 Nomor 165, Tambe.nan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tabun 2014 tenlBill! 
Perat;Uran Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 
Tabun 2014 tentang Oesa (Lcmbara.n Negara Rcpublik 
lndones.ia Tahu.n 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerlntah 
Nomor 47 Tahun 2015 rentang Perubahan Atas Pcraturan 
Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
PeJaJ<sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
t=tang De= (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomar 157, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraruran Pemerinta.h Nomor 60 Tahun 2014 t.entang 
Dana Oesa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5558); 

10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor l 13 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barit.o Utara Nomor 2 
Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara [Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahu.n 2003 Nomor 02 
Serl EJ; 

12. Peraturan Oaerah Nomor 2 Tahun 2008 ten.tang 
Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjad.i Kewenangan 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Oacrah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembara.n Dacrah Kabupaten Barito Utara Nomor l); 

PERSUe PENGEI.DLAAN H.EUAIIOAII DESA P£.1ff}&AHAN 2011 



PASALD 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menge tahuinya, memerintabkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daer.ah 
Kabupaten Barito Utara. 

Oiundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal J uni 2016 

SEKRETARIS OAERAH 

~OUTARA, 

JAINAL ABIDIN 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal Juni 2016 

BUPAT! BARITO UTARA, 

1.;.i. .. 
BAGIAN HUKUM 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BARITO 

Salin.an sesua.i dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

FAUZI 
NIP. 19710921 199803 1 004 
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